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Menimbang : a.

Mengingat

BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR {f TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

—

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa sebagai tindak fanjut dari pelaksunaan Pasal 2 Perawran Dacrah
Katupaten Buton Nomor 3 Tahun 201] tentang Organisast dan laa Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang periu  menetapkan
kedudukan, tugas pokok, fungsi. dan tata kerja Dinas Keschatan Kabupaien
Buton;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dafam hurufl a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan. Tugas Pokok.
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah
Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 1959, Tanmbahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonestan Tahun 1974 Nomor 35, Tambahan
Lermnbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3041) schagaimana tclah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahunl974 tentang Pokok-Pokak
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik [ndonesian Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyel¢nggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan fLcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48443;
Undang-Undang  Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor [26, Tambahan l.embaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 36 Tohun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, lambahan t.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3063):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19%% Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawar Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nowor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemecrintahan Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor §9.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741},

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor [ Tahun 20[1 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton
Sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.

‘ BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini. yang dimaksud dengan:

l.

Daerah adalah Kabupaten Buton.
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7. Pemerintah {Jacrah adalah Kepalz [Daerah dan Perangkat Dacrah  sebagai unsur
penyclenggara Pemerintaban Dacrah.

Pemerintahan Daerah adalah wrusan pemerintahan oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

‘od

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang. dan kewajiban dacrah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempal sesual
Peraturan Perundang-undangan.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD
Kabupaten Buton,

7. Perangkat Dacrah adalah uvnsur pembantu Kepala  Dacrah dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sckretariat daerah. sckretariat DPRD. dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan. dan kelurahan.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Buton.

9. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya discbut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Baton.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.

I 1. Sckretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Buton,

. Sckretaris adalah Sckretaris Dinas Keschatan Kabupaten Buton.

13, Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.

14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.

I5. Scksi adalah Seksi pada Dinas Keschatan Kabupaten Buton.

16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesebatan Kabupaten Buton.

17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.

1 8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Keschatan Kabupaten Buton

19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang sclanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD dilingkungan

o

Dinas Keschatan Kabupaten Buton.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Buton,

-2

. Kesehatan Matra adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara bermakna yang dapat
menimbulkan masalah kesehatan.

BAB HI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan berianggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempuqyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan
tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidanp Kesehatan.
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Pasaf 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang Kesehatan,

b. pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional:

¢. pengelolaan urusan kesckretariatan dinas;

d. pembinaan pelaksanaan pengendalian penyakit dan penyehatan Jingkungan pemukiman:

¢. pembinaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;

I. pembinaan pelayanan kcsehatan dan pengawasan sarana keschatan;

¢. pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dacrah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

BAB I
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
Sekretariat; _
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (P2-PLP):
Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan;
Bidang Pelayanan dan Sarana Keschatan:
Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
UPTD:; dan
h. Kclompok Jabatan Fungsional.

{2) Sckretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin olch seorang Sekrctaris
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

? m e o o6 o

(3} Bidang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢. hurut d. hucat <. dan huruf f
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas meclaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pelavanan
administrast dan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi urusan kepegawaian, diklat,
keuangan, perlengkapan dan umum, scrta perizinan dan hukum.



Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan
fungsi:

e,

(@3

c.
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pelaksanaan urusan administrasi dan kesekretariatan, kepegawaian. perumusan rancangan
produk hukum daearah dibidang kesehatan;

pengkoordinasian urusan pendidikan dan pelatihun dibidang keschatan:
pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;

pelaksanaan urusan umum yang meliputi surat menyurat dan arsip;
pelaksanaan urusan perizinan sarana kesehatan dan usaha dibidang kesehatan:
pengelolaan perlengkapan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasa) 8

(1) Sekretariat terdir atas:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan DIKLAT;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

c. Sub Bagian Umum dan Perizinan;

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh scorang Kcpala Sub Bagian

yang berada dibawah dan bertangpung jawab kepada Sckretars.

Pasal ¢

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan DIKLLAT mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrasi ketatalaksanaan, kepegawaian, menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan
rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang keschatan, mengkoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pengumpulan penilaian angka
kredn.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan administrasi

keuangan, perbendaharaan, serta pengelolaan periengkapan sarana dan prasarana.

(3) Sub Bagian Umum dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat

menyurat dan pengelolaan arsip. serta tengkoordinasiban dan mengumpulkan  bahan
petunjuk teknis perizinan dan registrast sarana kesehatan swasta.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penychatan Lingkungan Pcmukiman
. (P2-PLP)

Pasal 10

Bidang P2-PLP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan
pcdoman petunjuk teknis, menyelenggaraan kegiatan P2-PLP yang meliputi pemberantasan dan
pengendalian penyakit, surveilans (pengamatan penyakit), hmunisasi. keschatan matra. dan
penyehatan lingkungan pemukiman.

2L maihdd g
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Pasal (i

Bidang P2-PLP dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam  Pasal 10
menyvelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemberantasan dan pengendalian penyakit:
b. pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit, imuaisast dan kesehatan matra;
c. pelaksanaan kegiatan pengawasan hygiene dan sanitasi penyehatan lingkungan pemukiman;
dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleb Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Pasal 12
(1) Bidang P2-PLP terdirt atas:
, & Beksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakir;

b. Secksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman; dan

¢. Seksi Surveilans dan Imunisasi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang P2-PLP.

Pasal 13

(1) Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit mempunyai lugas menyiapkan bahan
pedoman petunjuk teknis, serta melakukan penyelenggaraan upaya pemberantasan dan
pengendalian penyakit;

(2) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman
petunjuk teknis, melakukan kegiatan penyclenggaraan dan operasional upaya penyehatan
air, lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengelahan makanan,
melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian, dan cvaluasi terhadap kondisi kualitas
air dan lingkungan pemukiman, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan
Makanan (TPM), dan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2):

(3) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas meayviapkan bahan pedoman petunjuk
teknis serta melakukan pengamatan penyakit (surveilans), imunisasi, dan kesehatan matra.

Bagian Kcempat

Bidang Bina Program dan Promosi Keschatan

Pasal 14

Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas dalam menyiapkan bahan pedoman pelunjuk teknis penyelenggparaan kegiatan bina
program dan promosi kesehatan yang meliputi pcrencanaan, evaluasi, pengolahan data dan
pelaporan, penyediaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan, serta penyuluhan
kesehatan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.

[)
Pasal 15

B.idang Bina Program dan Promosi Keschatan dalaam melaksanakan tupas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 menyelengparakan fungsi:

a. pengkajian dan perumusan kebijakan dibidang kesehatan;

. pelaksanaan penyusunan tencana dan program kerja Dinas, serta pelaksanaan monitoring,
pengawasan dan evaluasi:



¢. pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan. serta pengolahan dan pengembangan sistem
informasi kesehatan;

d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraon penyulvian kesehatan:

e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan kegiatan upaya pemberdayaan masvarakat
dibidang kesehatan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas scsuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 16

(1) Bidang Bina Program dan Promosi Keschatan terdiri atas:
a. 'Seksj Perencanaan dan Evaluasi Program;
b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat: dan
c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan,

(2) Scksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh scorang Kepala Schsi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Bidang Bina Program dan Promosi
Kesehatan .

Pasal 17

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman
petunjuk teknis kegiatan perencanaan program, pemantauan, pengawasan. dan evaldasi
penyelenggaraan program kesehatan.

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan
bahan pedoman petunjuk teknis kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan, menyiapkan
sarana informasi, serta mclakukan pembinaan teknis Upava Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UK BM).

(3) Seksi Data dan Informasi Kesehatan mempunvai tugas menyiapkan bahan pedoman
petunjuk teknis kegiatan pengumpulan data dan informasi kesehatan. scrta pelaporan
penyelenggaraan program kesehatan.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan

Pasal 18

Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan yang meliputi
pelayanan medik dan rujukan, pengawasan dan pengendalian peredaran dan penggunaan cbat,
narkoba, kosmetik, makanan dan minuman, serta pembinaan dan pengembangan sarana dan
prasarana kesehatan.

Pasal 19

Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan rujukan;



b. pelaksanaan dan pengkoordinasiun terbadap perencanaan dan kebutuhan obat. sediaan
farmasi, scrta pengawasan dan pengendalian terhadap pengeunaan obat. alal kesehatan. dan
obat tradisional;

¢. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengawasan dan pengendalian peredaran
makanan dan minuman, kosmetik, serta penyalabgunaan narkoba:

d. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan pernbinaan dan pengembangan sarana kesehatan;
dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 20
(1) Bidang Pelayanan dan Sarana Keschatan terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan;
b. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan
¢. Seksi Sarana Kesehatan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin olch seorang Kepala Sckst yang berada
dibawah dan bertangsung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatar.

Pasal 21

(1) Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman
petunjuk teknis dan melaksanakan serta mengkoordinasikan pelayanan medik dan rujukan.

(2) Seksi Farmasi dan Perbekalan Keschatan mermpunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman
petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat, sediaan f(armasi dan alat
kesehatan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan
obat-obatan, penyalahgunaan narkobh, alat kesehatan dan kosmetika, obat tradisional, serta
pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran produk makanan dan
minuman.

(3) Seksi Sarana Keschata mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknts
dan melaksanakan serta mengkoordinasikan pembinaan. perencanaan dan pengembangan
sarana dan prasarana keschatan.

Bagian Kcenam

Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Pasaj 22

Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunya tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dalam menyiapkan baban pedoman petunjuk teknis, menyelenggarakan pelayanan
keschatan ibu dan reproduksi, kesehatan anak, remaja dan kesehatan usia lanjut. scrta
menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan gizi kesehatan masyarakat.

Pasal 23

B_ldang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian kesehatan ibu dan reproduksi:
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b. pelaksanaan kegiatan pefayanan dan pengkoordinasian Kesehatan anak. remija. dan usia
lanjut;

¢. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan penghkoordinasian gizi kesehatan wasyarakat: dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas scsuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat terdirt ates:
a. Seksi Kesehatan ibu dan Reproduksi;
b. Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat; dan
c. Seksi Kesehatan Anak, Remaja, dan Usia Lanjut.

{2) Sekst sebapaimnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keschatan Keluarga dan Gizi

Masyarakat.

Pasal 25

{1) Sekst Kesehatan Ibu dan Reproduksi mempunyai wgas menylapkan mahan pedoman
petunjuk teknis, mclaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi termasuk pelayvanan

kontrasepst;

(2) Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas —mengumpulkan bahan pedoman
petunjuk teknis, melaksanakan pelayanan dan pembinaan terhadap pemeliharaan dan
peningkatan gizi kesehatan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi status gizi
masyarakat;

(3) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan
pedoman petunjuk teknis, mefaksanakan pelayanan kesehatan pada bayi. balita, remaja. dan

usia lanjut.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 26

(') Dibmgkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuval dengan kebutuhan dan besarpya beban
kerja.

(2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagal unsur pelaksana teknis operasional
Dinas.

(3) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTDY scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas. i

oA e s ol SN e
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Bagian Kedefapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasai 27

(1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah
Daerah dibidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sciumlah tenaga fungsional vang diatur dan
ditctapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

i4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh scorany tenaga fungsioval senior yuang
ditunjuk, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan heban kerja berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

{(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas. Sekretaris, Kepala Bidang. Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisast
baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar dilingkungan kerja Dinas sesuai tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

(4} Setiap laporan yang ditcrima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dae diperganakan
sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(5) Dalam menyampaikan lapotan masing-masing kepada atasan, tembusun laporan wajib
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang sccara fungsional mempunyai
hubungan kerja. .

(6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan

organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing, wajib mengadakan rapat berkala.
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Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gno. masing-masing Pejabat dalam lingkungaa
Dinas mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai
dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian. Kepala Sekst dar Kepala UPTD
scria Pejnbat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepula Daerah sesuai dengan

ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan iugas dalam lingkungan Dinas dibchankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selaip biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pembiayaan scsuai dengan Pcraturan

Perundang—undangan yang berlaku.

¢ BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serla susunan kepegawaian diatur scsvai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang borlaku.

BAB VIl
PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pclaksanaan Peraturan Dacrah
Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 teatang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah yang
bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagl.
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Pasal 35§

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
~ penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJARAT [PARAF

Ditetapkan di Pasarwajo
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